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1. Latar belakang pemakaian stelsel pendaftaran deklaratif dalam Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta berawal dari teori hukum alam, yang 
diajarkan Jhon Locke dan George Hegel, bahwa seseorang memiliki hak milik 
alami (natural right) terhadap benda hasil pemikirannya. Locke mengajarkan 
teori labor bahwa suatu barang harus diupayakan terlebih dahulu sebelum 
diperoleh haknya. Teori ini dianut negara common law dengan mewajibkan 
persyaratan formalitas dalam perlindungan Hak Cipta. Hegel mengajarkan teori 
personality yaitu hak milik itu adalah menjadi hal yang bersifat pribadi dengan 
pemiliknya. Teori ini dianut negara civil law, Pencipta dan hasil Ciptaannya 
adalah kesatuan yang manunggal, sehingga tidak diperlukan upaya-upaya 
untuk memperoleh Hak Cipta atas Ciptaan tersebut. Perbedaan ini 
menyebabkan prinsip perlindungan Hak Cipta internasional menjadi terkotak-
kotak. Hingga TRIPs dibentuk untuk memberlakukan penyatuan pengaturan 
Hak Cipta secara internasional dengan mewajibkan negara peserta TRIPs untuk 
turut serta dalam Berne Convention. Setelah pemberlakuan TRIPs, 
perlindungan Hak Cipta internasional yang sebelumnya terbagi dalam dua 
falsafah berbeda kini secara harmonis mengakui bahwa Hak Cipta itu timbul 
secara otomatis tanpa perlu persyaratan formalitas apapun. Peraturan Hak 
Cipta Indonesia terpengaruhi oleh sistem civil law Belanda yang dulu menjajah 
Indonesia. Berawal dari Auterswet 1912, Indonesia kemudian membentuk 
 
 
peraturan perundang-undangan Hak Cipta berdasarkan falsafah civil law 
dengan memberlakukan stelsel pendaftaran deklaratif yang memberikan 
perlindungan otomatis kepada Pencipta. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2002 tentang Hak Cipta tidak memberikan penjelasan yang terperinci 
mengenai dasar pemberian perlindungan otomatis dan stelsel pendaftaran 
deklaratif ini. Namun dapat ditelaah bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2002 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak milik 
kebendaan yang immateriil. Hak Cipta bersifat khas karena Hak Cipta selain 
memiliki hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dari Ciptaanya, Hak 
Cipta juga memiliki hak moral yang melekat kepada Penciptanya yang tidak 
dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun. Hak Cipta menganut 
stelsel pendaftaran deklaratif, Hak Cipta didapatkan secara otomatis tanpa 
pendaftaran karena Hak Cipta berbeda dengan hak milik lainnya. Hak Cipta 
bersifat manunggal dengan Penciptanya, karena Hak Cipta timbul dari hasil 
olah pemikiran Pencipta dan mencerminkan kepribadian Pencipta.  
2. Stelsel Pendaftaran Deklaratif tidak dapat memberikan kepastian hukum bagi 
Pencipta. Meski Perlindungan Hak Cipta diberikan secara otomatis setelah 
Ciptaan itu dieskpresikan ke dalam bentuk nyata, Pencipta akan kesulitan 
dalam membuktikan bahwa Ciptaan tersebut adalah hasil karyanya jika Ciptaan 
itu tidak didaftarkan. Dalam hal terjadinya sengketa terhadap pelanggaran Hak 
Cipta, Pencipta tidak memiliki bukti awal yang menyatakan bahwa Hak Cipta 
itu adalah miliknya. Namun tidak berarti juga sertifikat pendaftaran Hak Cipta 
akan menjadi alat bukti satu-satunya. Hal itu sangat tergantung pada 
 
 
pemeriksaan hakim di pengadilan. Bisa saja si Pencipta sesungguhnya tidak 
mendaftarkan Hak Ciptanya dan karena itu ia tidak memiliki sertifikat 
pendaftaran, tetapi banyak pihak yang mengetahui bahwa yang 
bersangkutanlah yang pertama kali sebagai Penciptanya. Tentu saja kesaksian 
publik, dan alat-alat bukti lain akan dapat mengalahkan dan membatalkan 
sertifikat yang telah diterbitkan itu. Pendaftaran Hak Cipta dimaksudkan untuk 
membantu membuktikan kepemilikan atas hak dalam hal terjadinya sengketa. 
Meskipun sertifikat pendaftaran Hak Cipta bukanlah satu-satunya alat bukti 
yang diakui dalam Hukum Acara Perdata, adalah bijak untuk mendaftarkan 
Ciptaan bernilai komersial atau penting dalam situasi tertentu karena seringkali 
muncul kesulitan untuk membuktikan kepemilikan di pengadilan. Media 
internet menimbulkan permasalahan baru dalam perlindungan Hak Cipta, 
karena melalui internet, Ciptaan dapat diubah dan disebarluaskan dengan 
sangat mudah. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta akan kesulitan dalam 
mendeteksi dan mengidentifikasi pelanggaran atas Hak Cipta mereka. Apabila 
Ciptaan tidak didaftarkan penegak hukum maupun masyarakat akan sulit 
membantu dalam melacak terjadinya pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di 
internet, karena penegak hukum maupun masyarakat tidak mengetahui bahwa 
Ciptaan itu ada dan mendapatkan keterangan mengenai siapa pemilik Hak 






1. Pemerintah diharapkan untuk mempertimbangkan untuk merevisi Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan memberikan 
kejelasan mengenai dasar permberian perlindungan otomatis secara jelas. 
Sehingga masyarakat tidak salah paham dengan pemikiran bahwa Hak Cipta 
itu diperoleh melalui pendaftaran di kantor Ditjen HKI.  
2. Dalam era teknologi digital dan media internet sekarang ini, hendaknya 
Pencipta segera mendaftarkan Hak Ciptanya setelah Ciptaan itu terwujud. 
Selain untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadinya sengketa, 
pendaftaran Hak Cipta dalam daftar umum ciptaan merupakan sarana 
pengumuman terhadap publik sehingga pihak penegak hukum maupun 
masyarakat setidaknya akan mengetahui bahwa suatu Ciptaan itu ada dan 
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